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ABSTRAK

Ahmad kabarulloh.2022. “Sebaran Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di
Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dan Analisis
Kelayakannya  untuk  Diredistribusikan  kepada
Masyarakat”.  skripsi. Program Studi  Geografi.
Departemen Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas
Negeri Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui berapa luas lokasi TORA di
Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dan dimana saja sebaran tanah tersebut, (2) untuk
mengetahui tingkat kelayakan tanah TORA di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 agar
layak untuk diredistribusikan kepada nasyarakat, dan (3) untuk mengetahui berapa luas
Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021
yang layak, tidak layak maupun layak bersyarat untuk diredistribusikan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan deskriptif. Populasi penelitian adalah seluruh lokasi
TORA yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dengan sampel yang
diambil adalah di Nagari Simpang Tonang Utara yang terdapat di Kabupaten Pasaman.
Teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu Area Probality Sampling.

Hasil penelitian menunjukan Lokasi TORA di Provinsi Sumatera Barat tahun
2021 tersebar di Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan,
Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota
Sawahlunto. Lokasi TORA paling luas terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan seluas
5.297,1 Ha sedangkan lokasi paling kecil terdapat di Kabupaten Tanah Datar dengan
luas 33 Ha. Dari 15.608 Ha total luas TORA sebagian besar merupakan wilayah dengan
tingkat prioritas 1 atau wilayah dengan tingkat kelayakan Layak untuk
diredistribusikan dimana luasnya mencapai 12.691,46 Ha atau sekitar 81,3% dari total
luas TORA. Wilayah prioritas 2 atau tingkat kelayakan layak konfirmasi memiliki total
luas 2.626,05 Ha atau sekitar 16,8% dari total luas TORA. Kemudian yang terakhir
terdapat seluas 290,58 Ha wilayah dengan tingkat prioritas 3 atau wilayah yang tidak
layak untuk diredistribusikan.

Kata kunci: TORA, tingkat kelayakan, prioritas TORA.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Dalam hal ini tanah termasuk hal yang dimaksudkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD
1945. Implementasi dari pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 melahirkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok Agraria (LNRI Tahun 1960 no. 104-TLN No. 2043) atau dikenal juga dengan
Undang Undang Pokok Agraria (UUPA).

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup membutuhkan tanah, sementara tanah
mempunyai sifat yang relatif tetap, berbeda dengan manusia yang terus bertambah dan
pembangunan yang terus meningkat. Hal ini sering mengakibatkan permasalahan
penguasaan tanah maupun penggunaan tanah. Tanah dapat berkurang dan dapat juga
bertambah namun proses ini membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan jumlah
penduduk terutama penduduk Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya.
Berdasarkan hasil sensus tahun 2020 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik
Indonesia disebutkan jumlah penduduk Indonesia pada September 2020 sebanyak

270,20 juta jiwa, jika dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2010 maka



dapat dilihat terjadi penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau
rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun.

Jika ketersediaan tanah untuk kebutuhan masyarakat tidak seimbang dengan
pertumbuhan penduduk yang tinggi bisa menyebabkan ketimpangan dimana terdapat
kemungkinan suatu waktu tertentu masyarakat tidak menerima haknya atas tanah.
Adanya ketimpangan tersebut maka akan memunculkan suatu ketidaksetaraan dan
ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat padahal dalam Pancasila dijelaskan
tentang adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban serta sila ke-5 tentang keadilan
bagi seluruh warga negara. Untuk mengembalikan keadilan dan kesetaraan hak
terutama dalam hal tanah, maka dilakukanlah kebijakan Reforma Agraria.

Kebijakan Reforma Agraria merupakan upaya untuk menata kembali hubungan
antara masyarakat dengan tanah, yaitu menata kembali penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi yang berkeadilan. Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
merupakan rujukan pokok bagi kebijakan dan pelaksanaan Reforma Agraria. UUPA
telah meletakkan dasar-dasar pengaturan, penguasaan, pemilikan penggunaan dan
pemanfaatan tanah.

Reforma Agraria merupakan ide terbaik yang pernah lahir dalam mengatasi
permasalahan persoalan tanah dan masalah pengelolaan sumber daya alam. Pada
hakikatnya, tujuan pelaksanaan Reforma Agraria adalah meningkatkan kesejahteraan
kaum petani miskin. Reforma Agraria di Indonesia telah dimulai semenjak

dikeluarkannya UUPA. Pada saat itu pemerintah memfokuskan kegiatannya pada



penataan dan redistribusi lahan pertanian yang dikenal dengan nama landreform yang
merupakan inti dari Reforma Agraria. Landreform sendiri adalah suatu kegiatan
penataan kembali secara berkelanjutan, berkesinambungan, dan teratur mengenai
kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian. Objek dari Reforma Agraria tidak hanya
sekedar pengaturan tanah tetapi lebih luas lagi objek Reforma Agraria menitikberatkan
pada pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Secara yuridis Reforma Agraria dimuat dalam UUPA yakni dalam pasal 7, 10 dan
17. Namun demikian, makna Reforma Agraria yang terkandung di dalam ketiga pasal
tersebut sangat sempit yaitu hanya sebatas landreform saja. Pasal 7 mengatur tentang
larangan kepemilikan tanah yang melampuai batas. Kemudian pasal 10 mengatur
tentang kewajiban bagi setiap orang dan badan hukum yang mempunyai suatu hak atas
tanah pertanian untuk mengerjakan dan mengusahakannya secara aktif dengan
menghindari cara cara pemerasan. Adapun pasal 17 mengatur tentang luas maksimum
dan minimum tanah yang boleh dimiliki oleh suatu keluarga atau badan hukum.

Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI)
telah gencar melaksanakan program landreform yang lebih berpihak kepada petani atau
penggarap. Landreform tidak hanya menjadi dasar yang kokoh dan stabil bagi
pembangunan ekonomi dan sosial tapi juga menjadi dasar bagi pengembangan
kehidupan masyarakat yang demokratis. Program ini memberi peluang terjadinya
proses pembentukan modal di pedesaan yang menjadi dasar bagi proses industrialisasi

yang kokoh.



Kesadaran akan pentingnya menata kembali kehidupan bersama yang berkeadilan
sosial melalui Reforma Agraria mencapai puncaknya dengan dikeluarnya Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor IX/MPR/2001 tentang
Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mengharuskan
dilakukannya Reforma Agraria. TAP MPR ini mengatur mengenai pengertian, prinsip
dan arah kebijakan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang dalam
pelaksanaannya menugaskan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama
Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan
pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah
dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak
sejalan dengan TAP MPR ini. Secara khusus, TAP MPR ini menekankan pentingnya
penyelesaian pertentangan dan tumpang tindih pengaturan agraria dan pengelolaan
sumber daya alam.

Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia diarahkan untuk melakukan
perubahan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk
menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum dalam penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah. Perubahan perlu dilakukan karena hingga saat ini
masih terjadi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah yang mengakibatkan timbulnya ketimpangan pendapatan dan
timbulnya konflik/dan atau sengketa pertanahan (Arisputra;2015).

Pada 24 September 2018, telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun

2018 tentang Reforma Agraria sebagai peraturan perundang-undangan pelaksanaan



Reforma Agraria. Dalam peraturan presiden dimaksud disebutkan bahwa tujuan
Reforma Agraria adalah untuk:

1) Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka
menciptakan keadilan;

2) Menangani sengketa dan konflik agraria;

3) Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang
berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah;

4) Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan;

5) Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi;

6) Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan

7) Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Reforma Agraria menjadi salah satu
agenda prioritas pembangunan yang dituangkan dalam NawaCita salah satunya
menyebutkan Cita ke-5 yaitu “...Program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
dengan mendorong landreform dan program kepemilikan tanah seluas 9 Juta
Hektar’dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-
2019. Dalam RPJMN tersebut ditetapkan target pelaksanaan kebijakan reformasi
agraria seluas 9 juta ha, yang terdiri atas kebijakan legalisasi aset (tanah) seluas 4,5 juta

ha dan redistribusi tanah seluas 4,5 juta ha.



Reforma Agraria kembali menjadi kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024.
Pada halaman A.3.52 lampiran ke-III Perpres Nomor 18 tahun 2020 disebutkan luas
bidang tanah yang akan diretribusi dan dilegalisasi dalam kerangka Reforma Agraria
sampai dengan lima tahun ke depan ditargetkan seluas 8.567.395 hektar dengan jumlah
masyarakat penerima TORA yang memperoleh pemberdayaan sebanyak 2.144
kelompok.

Tanah Obyek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah
yang dikuasai oleh negara dan atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk
diredistribusi atau dilegalisasi dalam bentuk penerbitan sertifikat tanah.

Tanah Objek Reforma Agraria setelah dilegalisasikan kemudian akan
diredistribusikan kepada masyarakat penerima TORA. sebelum diredistribusikan,
maka perlu dilakukan uji kelayakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah tanah
TORA yang akan diredistribusikan kepada masyarakat nanti layak atau tidak untuk
digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Hasil analisis ini dapat menunjukan
wilayah wilayah yang layak, tidak layak maupun layak digunakan dengan beberapa
syarat penggunaannya.

Program TORA ini dilaksanakan diseluruh Provinsi di Indonesia termasuk di
Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2021 wilayah yang menjadi lokasi tempat
program TORA ada di enam Kabupaten dan satu Kota di Provinsi Sumatera Barat
diantaranya adalah Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten
Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah

Datar, dan Kota Sawahlunto.



Redistibusi Tanah di Provinsi Sumatera Barat kadangkala tidak sama dengan
provinsi lain terutama jika sumber Tanah Objek Reforma Agraria berasal dari tanah
ulayat. Tanah Ulayat adalah tanah bersama yang dimiliki masyarakat hukum adat yang
bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak
Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat
hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan
wilayahnya.

UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak
Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan
mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui “sepanjang
menurut kenyataannya masith ada”. Tanah ulayat yang dimiliki oleh orang
Minangkabau juga telah memiliki badan hukum. Sebagaimana yang terdapat dalam
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008. Perda ini
menjelaskan tentang keberadaan dan posisi tanah tersebut, termasuk juga bagaimana
tata laksana pemanfaatannya. Pasal demi pasal yang termaktub dalam Perda ini
memberi pesan bahwa tanah ulayat di Minangkabau adalah milik kaum (suku) dan
hanya bisa diambil manfaatnya, tidak boleh dijual, apalagi disertifikatkan atas nama
pribadi.

Tanah ulayat bukan berasal dari tanah negara murni sehingga tidak bisa dijadikan
sebagai sumber TORA akan tetapi tanah ulayat dapat menjadi sumber TORA apabila

tanah tersebut telah dilepaskan menjadi tanah negara.



Hal yang menjadi dasar pedoman untuk menjadikan tanah ulayat ditetapkan
menjadi TORA yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria
No0.30/Ka/1962 Tentang Penegasan Tanah yang akan dibagikan dalam Rangka
Pelaksanaan Landreform sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d PP N0.224
Tahun 1961, hal ini termasuk tanah ulayat yang dilepaskan menjadi tanah negara dan
ini diartikan sebai dasar untuk menjadikan tanah ulayat ditetapkan sebai TORA karena
tanah ulayat mendominasi status tanah yang ada di Sumatera Barat oleh sebab itu
panitia penyelenggara landreform di Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat menetapkan tanah ulayat sebagai TORA.
Tidak semua tanah ulayat dapat dirubah status-nya menjadi tanah negara, hal ini diatur
oleh Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat.
Uniknya, status kepemilikan tanah nantinya bersifat individual yang mana karakteristik
dari tanah ulayat kepemilikannya bersifat komunal.

Dalam kegiatan redistribusi yang objeknya dari tanah ulayat yang dilepaskan
menjadi tanah negara maka akan mengalami perubahan mengenai subjek dan objek.
Untuk objek dari tanah ulayat kaum yang dilepaskan menjadi tanah negara, tanah
ulayat kaum di kuasai oleh masyarakat adat secara komunal yang akan dibagikan
kepada masyarakat adat. Subjek dari redistribusi tanah ulayat adalah petani penggarap
yang berasal dari masyarakat adat jadi tanah tersebut akan dibagikan kepada
masyarakat adatnya sendiri. Dalam kenyataanya pengurusan sertipikat untuk tanah
ulayat lebih sulit di karenakan banyak anggota kaum tidak memberikan persetujuan

terhadap pensertipikat tanah secara individu sedangkan dalam kegiatan redistribusi



tanah, tanah ulayat kaum disertipikat atau dibagikan kepada seluruh anggota kaumnya
agar tidak terjadi permasalahan terhadap tanah ulayat

Namun pada tahun 2021, tanah yang menjadi sumber untuk menjadi objek
Reforma Agraria di Sumatera Barat adalah tanah yang berasal dari Hutan Produksi
yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif. Hal ini disahkan dengan dikeluarkannya
SK 72/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2019. Didalam surat keputusan tersebut
disebutkan kawasan kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang sudah
tidak produktif dan memenubhi syarat untuk dijadikan objek Reforma Agraria.

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut maka peneliti tertarik untuk
mengangkat permasalahan tersebut menjadi skripsi dengan judul “Sebaran Tanah
Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan

Analisis Kelayakannya untuk Diredistribusikan kepada Masyarakat”

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan penelitian diatas
dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Dimana saja sebaran Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi
Sumatera Barat pada tahun 2021?
2. Apa saja faktor penghambat yang digunakan dalam analisa kelayakan Tanah

Objek Reforma Agraria (TORA) untuk diredistribusikan kepada masyarakat?
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3. Bagaimana kondisi lereng, elevasi, penggunaan tanah, keterdapatan kawasan
gambut, serta kawasan RTRW sebagai faktor pembatas kelayakan TORA
pada Provinsi Sumatera Barat tahun 20217

4. Dimana dan berapa jumlah luas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di
Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 yang layak, tidak layak, dan layak

bersyarat untuk diredistribusikan kepada masyarakat?

C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka permasalahan pada penelitian ini
dibatasi sebagai berikut:
1. Sebaran Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Sumatera Barat
pada tahun 2021.
2. Analisa kelayakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi

Sumatera Barat pada tahun 2021 untuk diredistribusikan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan
penelitian sebagai berikut:

1. Dimana saja sebaran Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi

Sumatera Barat pada tahun 2021?
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2. Bagaimana tingkat kelayakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di
Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 untuk diredistribusikan kepada

masyarakat?

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka adapun tujuan dari penelitian ini
diantaranya adalah sebagai berikut:
l. Untuk mengetahui dimana saja sebaran Tanah Objek Reforma Agraria
(TORA) di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 dan berapa luasnya.
2. Untuk mengetahui tingkat kelayakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 untuk diredistribusikan kepada
masyarakat.
3. Untuk mengetahui berapa luas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di
Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 yang layak, tidak layak maupun

layak bersyarat untuk diredistribusikan.

F. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini bermanfaat
untuk sebagai berikut:
1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di

Jurusan Geografi, Fakultas I[lmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
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2. Memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan terkait dimana saja
sebaran Tanah Objek Reforma Agraria di Provinsi Sumatera Barat pada tahun
2021

3. memberikan informasi mengenai kawasan Tanah Objek Reforma Agraria di
Sumatera Barat pada tahun 2021 yang kayak, layak bersyarat, maupun tidak
layak untuk diredistribusikan

4. Dengan dilakukannya analisa kelayakan Tanah Objek Reforma Agraria,
diperoleh data seperti kemiringan lereng, ketinggian elevasi, penggunaan
tanah, serta kawasan RTRW di lokasi TORA dimana data data tersebut

mungkin dibutuhkan oleh sebagian pihak tertentu.



